
BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 3371188.4.5/ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PE.'ABAT PENGELOI,,A KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERII{TAH KABUPATEN BI.AK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : I (satu)

Menimbang : a.

BUPATI BIAK NUMFOR,

bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor L2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat melimpahkan
Sebagian atau seluruh kekuasaannya yang benrpa
perencanaan, peng€rnggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungiawaban, serta pengawasan
Keuangan Daerah kepada Kepala Organisasi Perangkat
Daerah;

bahwa untuk maksud tersebut pada hurrf a di atas, perlu
menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di
Lingkungan Pemerintatr Kabupaten Biak Numfor;

bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan hunrf b di atas, maka perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah l(abupaten
Biak Numfor Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969
tentang Pembenhrkan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten -
kabupaten Otonomi di Fropinsi Irian Barat (kmbaran
Negara Republik Indonesia tahun 1969 Nomor 47);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelen ggararun Negara Yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat : 1.

b.

2.
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3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2ao4
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2OO4

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawlb
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aa0Ol;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

7. Undang-undang Nomor 5 Tatrun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
ZOt+ Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a941;

g. undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintah Daerah (fumbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;

g. undang-undang Nomor 15 Tahun 2OL9 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentang
Pembenhrkan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A19 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63e8);

LO. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan
Kedua atas undang-undang Nomor 2l Tahun 2OOL tentang
otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran
Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 66971;

11.Undang-undang Nomor o1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keualgan Antara Pemerintah hrsat dan Pemerintah

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
67571;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20A6 Nomor 25, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6lali
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Peratrrran Pemrintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daearah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

Perattrran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2AlO tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor
110, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tatrun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor t2 Tatrun ZOLT tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 61781;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2Ot6 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a02l;

Perahrran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daeratr (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL3 Nomor l425l;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Nomor
19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

L4.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 70 Tahun 2Ol9 Tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL9 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2O2O Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2O2O Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2Ot6 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Iembaran
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2OLB Nomor 4);
Perattrran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1

Tahun 2OL9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun
2OL9 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1

Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor
Tahun 2Ol9-2O23 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak
Numfor Tahun 2O2O Nomor 1);

Perahrran Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4
Tahun 2O2L tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran
2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun
2O2l Nomor 4);

Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 49 Tahun 2O2l
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah di Linglnrngan Pemerintah Kabupaten Biak
Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun
2O2l Nomor 49);

Peraturan Bupati I(abupaten Biak Numfor Nomor 73
Tahun 2O2L tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Biak
Numfor Tahun 2O2l Nomor 73).

31.

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di
Linglmngan Pemerintatr Kabupaten Biak Numfor Tahun
Aneearan 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
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KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daeratr sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah selalnr Koordinator Pengelolaart

Keuangan Daeratr (PKD) mempunyai tugas :

a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,

rancangan perubatran APBD, dan rancangan
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. Koordinasi pelaksanaan ttrgas Lainnya di bidang
pengelolaal ieuangan daerah sesuai dengan ketentqart
perattrran perundang-undangan; dan

f. MemimPin TAPD.

2. Kepala sattran Kerja Pengelola Keuangan Daerah (sKPKDl

""f.4,, 
pejabat Pengelola Keuangan Daeratr (PPKD)

memPunya ttrgas :

a. Men5rusgn dan me[aksanal€n kebiiakan peengelolaart

keuangandaerah;
b. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APB!,

rancangan Peraturart Daeratr tentang Penrbahan APBD

dan rancangan Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD;

c. Melaksanakan fungsi BUD; dan

d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketenttran
perah.lran penrndang-undangan.

3. Kepala organisasi Perangkat Daeratr selalru Pengguna

Anggaran (PA) memPunya hrgas :

a. Menyrsun RI(A-SKPD;

b. Menyusun DPA-SKPD;

c. Melalrukan tindat<an yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan;

d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. Melalnrkan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembaYaran;

f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. Mengadakan ikatan/perjanjian k"Il? sama dengan Pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. Menandatangani SPM;

i. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang diPimPinnYa;

k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang

dipimPinnYa;
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah; dan

n. Me}aksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Datam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA, Pegswai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU hams te.a:t, setia, jujur serta
bertanggungiawab atas tugasnya yang berpedoman pada
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yarry berlaku serta
wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Seknetaris Daerah.

Se.gala biaya yang timhul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan kepada Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Biak Numfor Tatrun Anggaran 2022.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
hda tansal 29 Agustus?O2?

BUPATI BIAK NUMFOR
cAP/Tm

HERBY ABIO NAAP

Salinan sesuai dengan

,SH
I

508 200112 1 004

Keputusan ini disampaikan kepada l-th :

Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
Kepala Biro Hukum setda Fapua di Jayapura;
Kepala BPKAD Pro'rinsi Papua di Jayapura;
lnspektur Prodnsi Papua di Jayapura;
DPRD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor di Biak;
Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor di Biak;
Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor di Biak;
Pimpinan Bank Papua Cabang Biak di Biak; dan
Yang bersang|<utan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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